
PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN TANDA BATAS
BIDANG TANAH Dl DESA SABDODADI KECAMATAN BANTUL

KABUPATEN BANTUL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan

Oleh:

HAMIM MUDDAYANA

NIM : 9761208

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



Intisari

Masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah mempunyai kewajiban
untuk memelihara tanda batas bidang tanahnya yang teiah dipasang sebagaimana
tercantum dalam pasal 17 ayat (3) PP 24 tahun 1997. Peranan masyarakat dalam
melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang hak atas tanah untuk memelihara
tanda batas bidang tanahnya merupakan wujud dari peranan masyarakat dalam
mewujudkan catur tertib pertanahan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur peranan masyarakat dalam
pemeliharaan tanda batas bidang tanah adalah masyarakat mengetahui
kewajibannya untuk memelihara tanda batas bidang tanahnya yang teiah
dipasang; masyarakat mempunyai kemauan untuk menjaga tanda batas bidang
tanahnya dari kerusakan fisik, hilang atau beTubah letaknya; masyarakat
mempunyai kemauan untuk mengganti apabila tanda batas bidang tanahnya ada
yang rusak; masyarakat mempunyai kemauan untuk melapoTkan kepada kantor
pertanahan setempat apabila tanda batas bidang tanahnya ada yang hilang atau
berubah letaknya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif,
yang dilaksanakan di Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul.
Penelitian dibatasi pada peranan masyarakat dalam pemeliharaan tanda batas
bidang tanah non pertanian yang sudah diberikan tanda bukti hak atas tanah
berupa sertipikathak milik.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sabdodadi
Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul yang tanahnya bersertipikat hak milik dan
merupakan tanah non pertanian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
adalah secaTa acak sederhana dengan menggunakan undian sebanyak 15 % dan
populasi. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder dengan
teknik pengambilan data melalui kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi.
Analtsis data dilakukan dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70 % masyarakat mengetahui
kewajibannya untuk memelihara tanda batas bidang tanahnya; 72 % masyarakat
mempunyai kemauan untuk menjaga tanda batas bidang tanahnya; 90 %
masyarakat mampunyai kemauan untuk mengganti tanda batas bidang tanahnya
yang rusak; 80 %masyarakat mempunyai kemauan melapoTkan kepada kantOT
pertanahan setempat apabila ada tanda batas bidang tanahnya yang hilang.
Peranan masyarakat dalam pemeliharaan tanda batas bidang tanah adalah sedang.

Dari hasil penelitian di atas perlu adanya langkah-langkah dari kantor
pertanahan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan
tanda batas bidang tanahnya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan

dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pasal 19 ayat (1) dan

(2) Undang - undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. pengukuran , perpe+aan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak - hak atas tanah dan peralihan hak - hak tersebut:

c. pemberian surat - surat tanda bukti hak , yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

Kepastian hukum yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 ayat (1)

Undang-undang Pokok Agraria menurut Soeprapto (1986.324) meliputi:

1. Kepastian hukum, mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang atau

badan hukum).

2. Kepastian mengenai letak, batas dan luas tanah atau kepastian obyek hak.



Pengertian pendaftaran tanah adalah sebagai mana yang tercantum daiam

Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran

tanah yaitu rangkaian kegiatan yang diiakukan oleh pemerintah secara terus

menerus, bekesinambungan dan teratur. Kegiatan tersebut meliputi pengumpuian,

ne.ngoiahan pemhukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan daia

vuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-

catuan rumah susun tennasuk ^emberiaii surat bukti haknya bag! bidang—bidantz

tanah yang sudah ada. haknyadan hak milik atas saruan rumah susun serta hak-

hak tertentu yang membebanmya.

Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk memherikan kepastian

hukum dan nerlindunwan hukum kepada para pemegang hak suatu bidang tanah ,

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak ,

menyediakarv mformasi kepada para pihak yang berkepentingan termasuk

pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam

mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah

terdaftar.dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan (Pasal 3 PP 24

Daiam mewujudkan tercapainya tujuan pendaftaran tanah yaitu

tefsp-ipnooaranva leitib administtasi nertanahan bukan hanya men-jadi tanggimg

•swab Pemeriiitah Badan Pertanahan Nasional tetapi juga merupakan tugas



untuk mewujudkan catur tertib pertanahan tidak akan tercapai (Soni
Harsono, 1997:29).

Peranan Masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan administrasi

pertanahan salah satunya ditunjukkan dengan melaksanakan kewajibannya

sebagai pemegang hak atas tanah dalam memelihara tanda-tanda batas bidang

tanahnyasesuai dengan Pasal 17 ayat (3) PP 24/1997.

Peranan masyarakat dalam pemeliharaan tanda batas bidang tanah

diperlukan untuk menjaga agar tanda-tanda batas bidang tanah yang teiah

ditetapkan dan dipasang itu tidak mengalami kerusakan, hilang atau berubah

letaknya sehingga terjamin kepastian mengenai letak, batas dan luas tanah

tersebut, sehinggadapat menghindari terjadinya sengketa batas.

Heri Mustam (1996:57) dalam penelitian yang berjudul "Penelitian

Sengketa Batas Pada Tanah-tanah Bersertipikat Di Kecamatan Kasiman

Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro" menyebutkan bahwa tanda batas

mempunyai sumbangan yang lebih besar dari pada prosedur pengukuran

kadasterai dalam menimbulkan sengketa batas, jika keberadaannya tidak

diperhatikan.

Untuk mencegah terjadinya sengketa batas diperlukan kesadaran pemilik

tanah untuk memasang tanda-tanda batas pada bidang tanahnya. Untuk tanah-

tanah yang sudah bersertipikat yang teiah dipasang tanda-tanda batas bidang



Desa Sabdodadi merupakan desa sentra kerajinan kuiit yang letaknya

dekat dengan ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten. Desa ini juga merupakan

pemekaran kota Bantul kearah timur sehingga diperkirakan menjadi daerah padat

penduduk yang memungkinkan terjadinya sengketa batas bidang tanah yang

tinggi, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk memelihara tanda batas

bidang tanahnya.

Mengingat pentingnya peranan masyarakat sebagai pemegang hak atas

tanah dalam memelihara tanda batas bidang tanahnya, maka untuk mengetahui

peranan masyarakat Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul dalam

melaksanakan kewajibannya untuk memelihara tanda-tanda batas bidang tanah

yang dimilikinya , maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan

judul "PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN TANDA

BATAS BIDANG TANAH DI DESA SABDODADI KECAMATAN

BANTUL KABUPATEN BANTUL PROPINSI DAERAH TSTIMEWA

YOGYAKARTA"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar beiakang di atas, maka pada penelitian ini dirumuskan

masalah sebagai berikut:

Seberapa besar peranan masyarakat Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul



C. Tujuan dan Kegunaan peneiitian

/. Tujuan Penelitian

Tujuan peneiitian ini adalah:

Untuk mengetahui peranan masyarakat Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul

Kabupaten Bantul daiam pemeliharaan tandabatasbidangtanah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan peneiitian ini adaiah:

1 Sebagai masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul daiam usaha

meningkatkan peranan masyarakat daiam pengumpuian data fisik tanah

khususnya mengenai peranan daiam pemeliharaan tanda batas bidang tanah.

2. Sebagai mformasi kepada para pemegang hak atas tanah mengenai

kewajibannya dalam memelihara tanda batas bidang tanahnya.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini mengingat bahwa umumnya pada tanah-tanah non

pertanian penggunaan tanahnya lebih instensif yang menyebabkan kemungkinan

tanda-tanda batas bidang tanah yang teiah dipasang mengaiami kerusakan dan

hiiang lebih tmggi, maka daiam penulisan skripsi ini dibatasi hanya pada peranan



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

i. Daiam pelaksanaan pemeliharaan tanda batas bidang tanah, sebagian besar

(51,43 %) masyarakat mengetahui kewajibannya daiam pemeliharaan tanda

batas bidang tanah adaiah dari penyuluhan pertanahan, terdapat 16 %

masyarakat yang tanda batas bidang tanahnya yang hiiang, sebanyak 18 %

masyarakat yang mengganti tanda batas bidang tanahnya yang rusak dengan

tanda batas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebagian

kecii (24 %) masyarakat yang berkemauan untuk datang sendiri dalam

melaporkan apabila ada tanda batas bidang tanahnya yang hiiang.

2. Peranan masyarakat Desa Sabdodadi dalam pemeliharaan tanda batas bidang

tanah adaiah 70 % masyarakat mengetahui kewajibannya untuk memelihara

tanda batas bidang tanahnya, 30 % tidak mengetahui kewajibannya.

Masyarakat yang mempunyai kemauan untuk menjaga tanda batas bidang

tanahnya sebanyak 72 %, dan 28 % tidak mempunyai kemauan. untuk

menjaga. Masyarakat yang mampunyai kemauan untuk mengganti tanda batas

bidang tanahnya yang rusak sebanyak 90 %, dan 10 % tidak mempunyai

kemauan untuk mengganti. masyarakat yang mempunyai kemauan untuk
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3. Peranan masyarakat Desa Sabdodadi dalam pemeliharaan tanda batas bidang

tanah adaiah sedang.

4. Peranan masyarakat dalam pemeliharaan tanda batas bidang tanah tertinggi

didapatkan pada masyarakat yang berumur kurang atau sama dengan 35

tahun, masyarakat yang memperoleh pendidikan di perguruan tinggi,

masyarakat yang berprofesi sebagai PNS dan TNI/POLRI, masyarakat yang

luas tanahnya antara 501-1000 M2, masyarakat yang di atas tanahnya terdapat

bangunannya, dan pada masyarakat yang jumiah tanda batas yang dipasang

pada bidang tanahnya 3-4 buah.
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B. SARAN

1. Periu adanya iangkah-iangkah dari kantor pertanahan untuk mengintensitkan

penyuluhan pertanahan kepada masyarakat daiam rangka menyadarkan

masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan tanda batas bidang tanahnya.

Mengingat masih ada masyarakat yang tidak tahu tentang kewajibannya

daiam memeiihara tanda batas bidang tanahnya, tidak mempunyai kemauan

untuk menjaga tanda batas bidang tanahnya, tidak mempunyai kemauan

untuk mengganti tanda batas bidang tanahnya yang rusak, dan tidak

mempunyai kemauan melaporkan tanda batas bidang tanahnya yang hiiang.

2. Perlu adanya Iangkah-langkah dari kantor pertanahan dengan membentuk

keiompok masyarakat sadar tertib pertanahan (POKJvlASDARTIBNAH)

untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam pemeliharaan tanda batas

bidang tanah, mengingat peranan masyarakat masih pada kategori sedang.

3. Periu diadakan penelitian lebih ianjut mengenai masih adanya tanda batas

yang hilang, masih adanya masyarakat yang mengganti tanda batas bidang

tanahnya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta penelitian

mengenai masih rendahnya kemauan masyarakat untuk melaporkan sendiri

tanda batas bidang tanahnya yang hilang.
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